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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis
Figih Sivasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan
Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No.
53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XV1/2018” untuk menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana penentuan
ambang batas Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU
No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan
No. 20/PUU-XVI1/2018. Kedua, Bagaimana analisis figih siyasah dusturiyah
terhadap Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7
Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No.
20/PUU-XV1/2018.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data
penelitian dikumpulkan dengan cara dokumentasi yakni mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan kemudian dianalisis
secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan
faktual mengenai syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan
dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori
hukum Islam, yaitu figh siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, dikabulkannya permohonan judicial
review yang menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Penelitian yang kedua, Kebijakan parliamentary threshold
diperbolehkan oleh Kkonstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian.
Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh
Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan
rasionalitas.

Analisis figh siyasah yang masuk dalam cakupan Presidential Threshold
dan Parliamentary Threshold adalah Khilafah (Pemimpin Negara) dan Ahl al-Hall
Wal al-‘A4gd (DPR), seorang pemangku negara sudah menjadi kewajibannya
memimpin negara sebaik mungkin dengan dibantu anggota parlemen. kemudian
dalam konteks siyasah Dusturiyahpun demikian dijelaskan secara islami sejalan
dengan tujuan pemerintah yang membuat UU NO 7 Tahun 2017 tentang pemilu
agar tercapainya kontestasi politik yang jujur dan bersih.
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1.

BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak
demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan
pemilu.' Pemilu hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang
banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan
demokrasi. Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai

Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat),

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan
pertama dari demokrasi.’> Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan
refleksi dari suasana keterbukaan dan apabila dari nilai dasar demokrasi,
disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap
cerminan pendapat warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianngap akan
melahirkan suatu representative aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat
dengan legitimasi bagi pemerintah.® Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem
yang menjamin kebebasan warga Negara terwujud melalui penyerapan suara
sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu
merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti

rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan

! Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 19451,
Jakarta: Kencana, 2011, him. 330.

2 Dhurorudin Mashad, Korupsi Politik, Pemili dan Legistimasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Pustaka
Cidesindo, 1999, him. I. Dahl (1985).

® Transmitions belt of Power (pengalihan kekuasaan), dari rakyat kepada kekuasaan negara. Carl
Friedrich dalam Ibid.



corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang

hendak dicapai.

Suatu Negara yang penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak terlalu
besar kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-semurninya apalagi
dalam Negara modern dimana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya
cukup luas maka tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang
dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat
modern sekarang spesialisasi semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak
sama hal ini menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan
secara murni keadan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan

dengan perwakilan.

Harold j. Laski mengatakan,’ “Kedaulatan (sovereignty) adalah
kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi
segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang
dikuasainya.” Sedangkan C. F. Strong dalam bukunya Modern Political
Constitution mengemukakan, ‘“Kedaulatan adalah kekuasaan untuk mem
membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanannya.””

Dilihat dari segi hukum kedaulatan hakikatnya merupakan kekuasaan yang
tertinggi yang harus dimiliki oleh Negara. Kekuasaan tersebut meliputi: Pertama,
kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap

semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau

* Harold J. Laski dalam joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Jakarta: Rineka
Cipta, 1990, him. 12.
® C.F. Strong dalam Ibid.



kedaulatan ke dalam (internal sovereignty): Kedua, kekuasaan tertinggi yang tidak
diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi Negara
lain) atau kedaulatan keluar (external sovereignty).

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam
waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan
perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan
pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk

menjalankan pemerintahan.’

Menurut A.S.S. Tambunan,’ “pemilihan umum merupakan sarana
pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan
perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan
pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk
menjalankan pemerintahan.” Senanda dengan pendapat diatas menurut Kusnadi
dan Harmaily lbrahim, juga mengatakan.® Pemilu adalah salah satu hak asasi
warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah
suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa
rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk
menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi

Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

® M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, him. 2.

” A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan susunan dan kedaulatan MPR, DPR, dan DPRD,
Bandung: Binacipta, him. 3.

8 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat
Studi llmu Hukum UI, him. 329.



Tujuan pemilihan umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
dan melaksanakan hak asasi warga Negara. Untuk menentukan jalannya
Negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara
wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga legeslatif. Hak-hak politik rakyat
untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi Negara dengan
benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena
itu, penyelenggaraan pemilihan umum di samping merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga
Negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih wakil
rakyat itu secara periodik. Demikian pula di bidang eksekutif rakyat sendirilah
yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota untuk memimpin
jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di

tingkat kabupaten/kota.’

Penelitian yang peneliti kaji di sini adalah kajian pustaka yang berupa
dua kajian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara yang sama-sama
mengkaji tentang Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 perbedaannya adalah
salah satu mengkaji terkait ketentuan Presidential Threshold Pasal 222 serta
syarat kelulusan verifikasi parpol oleh KPU Pasal 173 ayat (1), ayat (3) dan
perkara yang satu mengkaji terkait ketentuan Parliamentary Threshold Pasal

414 ayat (1).

% Lihat ketentuan-ketentuan pada “Bagian Kedelapan: Pemilihan
Kepala



Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam hal ini
diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana ketua umum DPP Partai Garuda dan Abdullah
Mansuri wasekjen DPP Partai Garuda mengajukan permohonan Judicial Review
atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Objek permohonan pengujian
undang-undang ini adalah Pasal uji Pasa 414 ayat (1) Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah
Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan
suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional
untuk diitkutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.” Dengan Pasal batu
uji di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan

Pasal 28D ayat (1).

Pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi
merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika
perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan
demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Sehingga Pasal a qou (Pasal yang

dimohonkan Pemohon Pasal 414 ayat (1)) bertentangan dengan UUD 1945.



Perkara selanjutnya adalah perkara dengan Nomor 53/PUU-XV/2017,
dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh Rhoma Irama Dalam kedudukannya sebagai
Ketua Umum Partai Islam Damai Aman dan Ramdansyah dalam kedudukannya

sebagai Sekretaris Jendral Partai Islam Damai Aman.

Adapun Pasal yang di Judicial Review adalah Pasal 173 ayat (3) dan Pasal
222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173
ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo memberikan 2 opsi bagi partai politik
untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 yakni Pasal 173 ayat (1) sepanjang
Frasa “Telah Ditetapkan™ dan Pasal 173 ayat (3) bagi Partai Politik yang menjadi
peserta Pemilu Tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan
Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi Partai
Politik yang berbadan hukum Partai Politik menjalani proses verifikasi sebelum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi
terhadap Partai Politik yang baru saja berbadan hukum. Pasal 222 UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umummenyatakan ‘“Pasangan Calon diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagali

syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang” sebagai Open Legal Policy,
namun tidak bulat dan utuh sebagai Open Legal Policy dari seluruh kehendak
wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari Open Legal
Policy yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan
Pemerintah. Penentuan Open Legal Policy Pasal 222 UU a quo nyata-nyata
merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik
Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik pendukung Pemerintah, dan
Pemerintah. Di dalam Permohonan ini diuraikan Open Legal Policy Pasal 222 UU

a quo yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945,

Pasal yang diujikan di dalam Judicial Review Pasal 173 ayat (1), Pasal 173
ayat (3), dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dengan batu uji Undang-undang
Dasar Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat
(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Jika dilihat secara
Hukum Islam, maka syarat-syarat kepala negara dan sistem pemilihannya bisa
dikaji ke ranah Figh Siyasah Dusturiyah yakni Pengangkatan imam (khalifah).
Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala “pengganti” Nabi di dalam
memelihara agama dan mengatur umat di dalam negara tersebut. Dia tidak
maksum, Dia tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan
agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam

menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu



Bakar, Umar dan Khulafa' al-Rasyidin.®Ada beberapa syarat-syarat secara ideal
yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatab imamabh, hal ini dikemukakan
oleh Imam Al- Mawardi didalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang

mengatakan ada tujuh syarat untuk ahlul imamah, yakni:*

1) Adil dengan syarat-syarat yang universal.

2) llmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan
hukum-hukum.

3) Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu
menangani langsung permasalahan yang telah ketahuinya.

4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan
sempurna dan cepat.

5) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola
semua kepentingan.

6) Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melidungi wilayah negara
dan melawan musuh.

7) Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan
ijma’ para ulama. Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat
imam (khalifah) dar suku Quraisy, karena dari sisi kualitasnya dan dari
sisi ta’arudl-nya (pertentangan) dengan nash-nash lain baik Al-Qur’an

maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa

19 Djazuli, Edisi Revisi Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

™ Jmam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 3-4



alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan

sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.?

Keabsahan pengangkatan imam (khalifah) yang dianggap sah yaitu
dengan pemilihan oleh Ahlul Halli Wa Aqdi (parlemen) dan penunjukan oleh
imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan
imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota
Ahlul Halli Wa Aqdi (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang
mereka angkat diterima seluruh lapisan.*® Berdasarkan pemaparan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan
sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan
dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. Analisis Figih Siyasah
Dusturiyah terhadap Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold
menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-

XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapa di

identifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-

Undang No.7 Tahun 2017.

2. Implikasi konstitusionalitas terhadap

2 1pid., 4.
3 pid., 5.
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pengaturan syarat Presidential Threshold dan

Parliamentary Threshold.

3. Mekanisme Presidential Threshold dan Parliamentary
Threshold.
4. Mekanisme Pemilihan Umum dari Orde Lama, Orde Baru dan

Pasca Reformasi.

5. Syarat Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold

menurut Figih Siyasah Dusturiyah.

Maka dari itu dalam Penelitian yang lebih fokus pada permasalahan
yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada Presidential
Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017
tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-

XV1/2018 yang kemudian ditinjau berdasarkan Figih Siyasah Dusturiyah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi
masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan ambang batas Presidential Threshold dan
Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang
pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No.

20/PUU-XV1/2018?
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Bagaimana analisis figih siyasah dusturiyah terhadap Presidential
Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7
Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-

XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018 ?

D.  Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa beberapa

hasil penelitian dan karya ilmiah yang menyinggung seputar masalah Syarat

Calon Kepala Desa. Dalam hal ini agar menghindari terjadinya Plagiasi dalam

skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1.

Abdurrahman (2018), di dalam tesisnya yang berjudul “Presidential
Threshold dalam Pemilu di Indonesia Prespektif Imam Al-Mawardi”
Hasil dari penelitian tersebut adalah merelevasikan konsep
Presidential Threshold yang berlaku di dalam pemilu di Indonesia di
relevasikan menggunakan konsep pengangkatan imam/seorang
kepala Negara menurut Imam Al-Mawardi sesuai Kitab karangnya
yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.'* Sedangkan di skripsi yang saya
tulis lebih memfokuskan terhadap Presidential Threshold dan
Parliamentary  Threshold  melalui  kajian  putusan  dan

merelevasikannya dengan Figih Siyasah Dusturiyah.

1% Abdurrahman, Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia Prespektif Imam Al-Mawardi,
(Tesis-Universitas Islan Negri Sunan Ampel Surabaya, 2018)



12

2. Siti Zahrotul Rofi’ah (2018), “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap
Presidential Threshold Berdasarkan Undang-undang Penentuan
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Dalam sekripsi
tersebut dibahas kebijakan tetap di berlakukannya Presidential
Threshold ialah memperkuat sistem presidential karena akan
memaksa partai politik untuk konsolidasi politik sehingga muncul
gabungan partai politik pendukung presiden serta mengomparasikan
dengan Figih Siyasah.™ Sedangkan di skripsi yang saya tulis adalah
saya memposisikan diri sebagai pihak kontra serta mengkaji
keduanya Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold
dengan mengkaji putusan yang berbeda serta merelevasikannya
dengan Figih Siyasah Dusturiyah.

Dari kajian di atas, menurut peneliti belum ada skripsi yang membahas

kedua ambang batas sekaligus Presidential Threshold dan Parliamentary

Threshold dengan mengomparasikan dengan Figih Siyasah Dusturiyah.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah

berikut:

' Siti Zahrotul Rofi’ah, Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Presidential Threshold Berdasarkan
Undang-undang Penentuan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Skripsi- Universitas
Islan Negri Sunan Ampel Surabaya, 2018)
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Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Presidential Threshold dan
Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca
putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018.

Untuk mengetahui dan menganalisis Figih Siyasah Dusturiyah terhadap
Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun
2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-

XV1/2018.

Kegunaan Penelitian
Adapun pembahasan dari pada penelitian ini diharapkan mempunyai

kegunaan yaitu :
Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penetilian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu
pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;
Dapat dijadikan kajian awal tentang pemahaman hukum terkait Presidential
Threshold dan Parliamentary Threshold.
Dapat dijadikan pengembangan dan pembaharuan hukum yang berkenaan dengan
Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.
Kegunaan Praktis
Sebagai pedoman untuk menerapkan Presidential Threshold dan Parliamentary
Threshold.
Sebagai sumbangsih masukan terkait Presidential Threshold dan Parliamentary

Threshold.
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Menambah sedikit khazanah keilmuan tentang penerapan Presidential Threshold

dan Parliamentary Threshold.

Definisi Oprasional

Judul penelitian di atas yang menjadi kata kuncinya adalah kata
Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold yang perlu diuraikan, hal
ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari
ambigu. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan
kata kunci dalam judul penetilian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final dan mengikat.'®
Presidential Threshold yang dimaknai sebagai Capres dan Wapres diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara
nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Parliamentary Threshold yaitu Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara
sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota

DPR.

18 | ihat Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan asar
tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala
negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan
ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara

penguasa dan rakyat.

Metode Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian.
Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library research), yaitu
penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan
literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.’” Penelitian ini
berjudul Analisis Figih Siyasah Dusturiyah terhadap Presidential Threshold dan
Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca
putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut
pula penelitian hukum doktrinal. Di mana pada penelitian hukum normatif hukum

dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan

7 Soerono Soekant dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2001), 13-
14.
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ataupun dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas.™

Pendekatan Penelitian

Terkait penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan.

Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan

yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), telaah terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang dikaji pada tema penelitian ini.*

Adapun
peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan historis dilakukan
dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.
Pendekatan ini sangat membantu peneliti dalam memahami filosofi dari
aturan hukum. Disamping itu, melalui pendekatan historis peneliti juga

dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi

aturan hukum tersebut.?

Sumber Bahan Hukum

a.

Data yang dikumpulkan.

18 H. sali HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Desertasi,Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 13

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 93.
20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ibid, h. 166.
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1.  Syarat-syarat penentuan Presidential Threshold dan Parliamentary
Threshold.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XV1/2018.

4.  Datamengenal konsep-konsep Figih siyasah Dusturiyah.

b. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan
sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana berikut ini:
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.?! Diantara sumber primer yang akan peneliti kaji dalam
penelitian ialah sebagaimana berikut ini:
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XV1/2018.
Bahan hukum sekunder, berupa publikasi hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan yang relevan dengan Pemilu dan konsep-konsep mengenai Fiqih

Siyasah Dusturiyah. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan

21 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian., 142.
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skripsi ini yakni:.?

a.  Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi
Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi, (Jakarta: Setara Press,
2015).

b.  Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia, (Bandung: Fokus Media, 2011).

c. Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah  (Hukum-  Hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam), (Bekasi: PT Darul Falah, 2012).

d. Tim Hizbut Tahrir, Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah (Pmerintahan dan

Administrasi), (Jakarta: HT| Press, 2005).

l. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 teknik
yaitu:

a. Teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi
dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis
dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan
tema penelitian.?

b. Teknik Library Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

22 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2012), him 32.

2% | MadePasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group,
2016), him 8.
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membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan
dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang,

artikel, koran, internet).?

. Teknik Analisis

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah
data analisis Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold pasca putusan
MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI1/2018. yang kemudian
dilanjutkan dengan Figih Siyasah Dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis
yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga
diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di
diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan judul yaitu. Analisis Figih
Siyasah Dusturiyah terhadap Presidential Threshold dan Parliamentary
Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No.
53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018.2

Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam
hal ini teori tentang Figh Siyasah Dusturiyah kemudian diaplikasikan ke variabel
yang bersifat khusus dalam hal ini analisis Presidential Threshold dan
Parliamentary Threshold pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No.

20/PUU-XV1/2018.%

24 4 .
Ibid., 10

> Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004), 199.

28 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 181.
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J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan

pemahaman. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagaimana berikut ini:

Bab Pertama

Bab Kedua :

Bab Ketiga :

. berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran secara
umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada
inti pembahasan, meliputi : latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kejian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kajian tentang konsep figih siyasah dusturiyah terhadap penerapan
Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold yang meliputi
. pengertian figih siyasah dusturiyah, ruang lingkup figih siyasah
dusturiyah, hubungan figih siyasah dusturiyah dengan Presidential
Trheshold dan Parlemantary Trheshold dalam pemilihan Imamah
dan Ahl Al-Hall Wa Al-°Aqdi.

Membahas tentang Presidential Threshold dan Parlemantary
Threshold dalam pemilihan umum menurut UU No. 7 Tahun 2017
pasca putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-
XVI1/2018; Pertama Ketentuan kekuasaan kehakiman Mahkamah
Konstitusi yang meliputi; keberadaan Mahkamah Konstitusi,
kedudukan Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsi Mahkamah
Konstitusi, kedua tentang Presidential Trheshold dan

Parlemantary Trheshold dalam pemilihan umum pasca putusan



Bab Keempat

Bab Kelima :
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MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI1/2018 yang
meliputi; duduk pokok perkara, kedudukan hukum (Legal
Standing) pemohon, amar putusan.

. Berisi tentang Analisis Presidential Threshold dan Parlemantary
Threshold pasca putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO.
20/PUU-XV1/2018 perspektif figih siyasah dusturiyah; Pertama.
Analisis Presidential Threshold dan Parlemantary Threshold pasca
putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XV1/2018,
Kedua. Analisis figih siyasah dusturiyah terhadap Presidential
Threshold dan Parlemantary Threshold pasca putusan MK NO.
53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XV1/2018.

adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa yang
telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan

kesimpulan.
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TEORI FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Desfinisi Figih Siyasah

Istilah figih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni figih dan siyasah. Secara etimologis, Figih merupakan
bentuk mashar (gerund ) dari tashrifan kata fagiha-yafgahu-figih yang mendalam
dan akurat sehingga dapat memehami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).
Sehingga secara terminologis.

Figih lebih populer didefinisikan sebagai berikut : IImu tentang hukum-
hukum syara’ yang besifat perbautan yang difahami dari dalil- dalilnya yang rinci.
Yang dimaksud dengan dalil-dalil yang rinci pada terjemah Kkutipan di
atas,bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya
rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu
persatu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam
illmu figh itu masing-masing sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci,
bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan
penjelasan lebih lanjaut.

Setelah diuraikan definisi figh dan siyasah. Baik secara etimologi dan
terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi figih siyasah. Penting
dicacat, di kalangan teoritisi politik Islam. llmu figh siyasah itu sering
disinomikan dengan ilmu siyasah syar’iyyah yang oleh Abdul Wahab Khalaf
didefinisikan sebagai berikut;

lImu siyasah syariyyah (ilmu figih siyasah) adalah ilmu yang membahas

22
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tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataann semua persoalan itu
tidak ada dalil khusus yang menganturnya.?’

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologis sebagaimana
dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, figih siyasah adalah ilmu tata negara
Islam yang secara spesifik mambahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan
umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan
hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau
sejalan dengan ajaran Islamguna mewujudkan kemaslahantan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam
kehidupan bermayarakatanberbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Dengan demikian ilmu figih siyasah menetapkan hasil temuan manusia
dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap
peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan
ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh

Allah dalam firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut :

S 858 o b i S8 e a1 1l Okl skl 5 400 ) salal ) 5 Gl G
AV s Al 6 a3 A ) O3y

D055 Erals 5 ol

2" Ahmad Sukardja, PiagamMadinahdanUndang-Undang Dasar 1945 Kajian perbandingan
tentang Dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang Mejemuk (Jakarta: Ul Press, 1995), 11
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Artinya : Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya“. (QS. An-Nisa: 59)

. Pengertian Figih Siyasah Dusturiyah

Permasalahan di dalam figih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup
pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam figih siyasah dusturiyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang
dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya Figih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat
luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal
sebagai berikut:
. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
. Persoalan bai’at;
. Persoalan waliyul ahdi;

. Persoalan perwakilan;
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7. Persoalan Ahl al-Hall Wa al-’4qd.
8. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan figih siyasah dusturiyah
umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy,
baik dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran
Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun

perubahan masyarakat.

pengertian siyasah dusturiyah di atas, sudah tentu ruang lingkup
pembahasannya sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam figih
dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-
undangan. Sekalipun demikian, secara umum ruang lingkup siyasah dusturiyah
antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkup pembahasannya; persoalan
imamah, hak dan kewajibannya; persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
persoalan bai’at; persoalan waliyul ahdi; persoalan perwakilan dan Ahl al-Hall Wa

al-’Aqd serta persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan di atas umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu
dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadits dan semangat ajaran
Islam yang mengatur bkehidupan masyarakat. Serta aturan-aturan yang dapat
berubah sesuai perubahan situasi dan kondisi termasuk hasil ijtihad para ulama
meskipun tidak semuanya. Dari sisi lain, siyasah dusturiyah dapat dibagi dalam
empat bidang yaitu bidang siyasah tasri’iya, bidang siyasah tanfidiyah, bidang

siyasah qadla’iyah, bidang siyasah idariyah.
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Imamabh, Khilafah, dan Syarat-syaratnya
Imamah

Imamah menurut bahasa berarti “kepemimpinan”. Imam yang memiliki arti
“pemimpin”, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga
disebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga
digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin

pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.?

Dalam terminologi Islam, al-Imamah bermakna “otoritas” semesta dalam
seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi SAW.? Al-Imam
berarti: “Seorang (pria) yang menggantikan Nabi memiliki hak untuk memerintah
secara mutlak dalam urusan kaum muslimin baik dalam urusan dunia maupun

akhirat.

Kata “seorang (pria)” menunjukkan bahwa seorang wanita tidak dapat menjadi
seorang imam. “Memerintah secara mutlak” tidak termasuk mereka yang
memimpin shalat walaupun mereka juga dipanggil imam tetapi dalam kontek
shalat jamaah. Namun demikian mereka tidak memiliki otoritas mutlak. Dalam
suksesi Nabi, suksesi tersebut menunjukkan perbedaan antara seorang nabi dan
seorang imam. Imam menjalankan otoritas ini secara tidak langsung, melainkan

menjalankan otoritas ini untuk menggantikan kedudukan Nabi.

2% Ali Ahmad As-salus. Agidah al-Imamah ‘inda as-Shi’ah Al-Isna ‘Ashariyah. Tmjh (Jakarta:
Gema insani press, 1997). Hal 15

2 Mughniyyah: Falsafat Islamiyyah, hal. 392.
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Di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam

(pemimpin) dan aimah (pemimpin-pemimpin).

OS5 BS3 ally sdEall A8y Al Jab 2l Wiasly Goa 5 ARl zhilkag

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan hanya

kepada kamilah mereka selalu menyembah, (Q.S. Al-Ambiya’ : 73)
Di dalam ayat lain dijelaskan.

e J5 Y 06" 550 Ges JEGLa) Gl dllela 31 D55 culalky 455 sl 53 LB 315

'O NIAIAT

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah
dan larangan), Ibrahim selalu menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya
aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: (Dan
saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak

mengenai orang yang zalim”. (Q.S. Al-Bagarah : 124)

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan arti imamah secara epistimologi, kata
imam berarti “pemegang kekuasaan atas umat islam”. Syrkh Abu Zahra

mengatakan bahwa “imamabh itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi
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khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah

Nabi wafat”.*°

Menarik untuk diperhatikan bahwa banyak nabi-nabi sebelumnya juga
khalifah dari nabi-nabi pendahulunya, jadi mereka adalah nabi dan khalifah;
sementara nabi-nabi yang lain (yang membawa shari’at baru) bukan khalifah dari
nabi-nabi sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang menjadi khalifah nabi-nabi

tetapi bukan nabi.

Khalifah

Kata “khilafah” berarti  “pergantian” dan  “al-khalifah” bernakna
“pengganti”. Dalam terminology Islam “al-khilafah” dan “al-khalifah” secara
praktis menandakan arti yang sama dengan “al-imamah” dan “al-imam”. Dalam
arti lain khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan
dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Oleh karena itu
tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia di bai’at oleh umat. Dan
pengankatan jabatan khalifah untuk seorang khalifah dengan dengan bai’at itu
berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib

mentaatinya.

Bai’at yang dilakukan terhadap seorang khalifah mempunyai syarat-Syarat
tertentu yaitu syarat In’igad dan syarat afdlaliyah. Syarat In’igad diantaranya
mencakup; a) muslim, b) laki-laki, c) baligh, d) berakal, e) adil, f) merdeka, g)

mampu melaksanakan amanat khalifah. Sedangkan syarat afdlaliyah dari bai’at

% |bid. Hal 16
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khalifah adalah; a) tidak disyaratkannya harus seorang mujtahid, b) tidak
disyaratkan harus seorang yang pemberani dan politikus yang hebat dalam
mengatur urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lain, c) tidak disyaratkan
harus seorang keturunan Quraisy., d) tidak disyaratkan harus seorang keturunan
bani hasyim atau keturunan Ali.* Adapun yang dimaksud dengan khilafah ialah
kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan
hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru
dunia. Seperti halnya dengan pengangkatan khalifah , dalam ke-khilafahan pun

terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

Kekuasaan Negara itu haruslah mandiri (otonom penuh), yaitu hanya bersandar
kepada kaum muslimin, bukan salah satu negara kafir atau berada di bawah
pengaruh negara-negara kafir.
Keamanan bagi kaum muslimin di negri itu adalah keamanan Islam bukan kufur.
Negara tersebut segera menerapkan Islam secara serentak dan menyeluruh, serta
segera mengemban dakwah Islam.
Khilafah yang bai’at harus memenuhi syarat-syarat In’lqad, meskipun tidak
memenuhi syarat afdlaliyah (keutamaan).*

Istilah Khilafah dan Imamah sebetulnya sinonim, yang berarti sistem
pemerintahan Islam. Namun oleh sebagian pemikir, kedua istilah itu dianggap

berbeda pengertiannya. Seorang cendikiawam muslim dari kalangan muda

31 Tagiyuddin An-Nabhani. Sistem Pemerintahan Islam “doktrin, sejarah dan realitas empiric”.
(AL-lzzah, 1996). Hal 66-72.

%2 |pid. Hal 77
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Nahdiyin, Ulil Abshar Abdallah misalnya, memandang ada perbedaan antara
Khilafah dan Imamah, begitu juga istilah turunannya seperti imam dan khilafah,
Ulil menyatakan, Imam disini adalah penguasa dalam pengertian umum. Dalil-
dalil agama tentang wajibnya mengangkat imam, menurut Ulil, hanya
menegaskan saja hukum sosial yang sudah berlaku berabad-abad. Salah satu
hukum sosial itu adalah bahwa setiap masyarakat akan selalu mengangkat seorang
pemimpin yang mengatur dan menyelenggarakan kepentingan mereka. dan
pemimpin itu, kata Ulil bisa kepala suku, lurah, camat, bupati, raja, sultan,

khalifah, presiden CEO, manager, dan lain-lainnya.

Syarat-syarat Khilafah

Telaah kali ini akan membahas rancangan UUD (Masyru’ Dustur) Negara
Islam pada pasal 19, versi tagiyuddin An-Nabhani, tentang syarat-syarat penguasa
Negara Islam, yang berbunyi: “Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau
menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu
laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama

B3l 4
Islam

Syarat menurut bahasa adalah al-alamah al-lazimah, tanda yang harus ada.
Adapun menurut istilah, syarat adalah: ma yalzamu min ‘adamihi al-adamu wa la
yazalmu min wujudihi wujudu (sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak ada
dan adanya tidak mengharuskan ada). Taharah, misalnya, adalah syarat shalat.

Shalat dinyatakan tidak ada apabila taharah tidak ada. Akan tetapi, sekalipun

%% www.harianbangsa.com

% Tagiyuddin An-Nabhani, Ash-Shakhsiyah Al-Islamiyah, Juz 2 hal. 125.
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taharah ada, shalat belum tentu ada (Syarat harus sudah ada sebelum masuk ke
dalam perkara yang disyaratkan (masyuruth). Sehubungan dengan syarat penguasa
Negara Islam, maka syarat itu harus telah ada sebelum seseorang menjadi
penguasa. Namun, sekalipun syarat sudah ada, belum tentu ia menjadi penguasa,

apalagi jika syaratnya tidak ada.

. Pengertian Ahl al-Hall Wa al-’A¢d

Ahl al-Hall Wa al-"4qgd Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk
sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan
hati nurani mereka.* Ahl al-Hall Wa al-4¢d diartikan dengan “orang-orang yang
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Dengan kata lain, Ahl
al-Hall Wa al-’Agd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan

menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

disebut oleh Al- sebagai ah al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih
Mawardi).®® Istilah yang lebih popular dipakai pada awal pemerintahan Islam
tentang hal ini adalah Al-Hall Wa al-’agd al-shura. Semuanya mengacu pada
pengertian “‘sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam
menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan

hidup mereka”.¥

%% Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, diterjemahkan faturrahman A,Hamid,Lc, (Jakarta:
Amzah, 2005), h. 62.

% Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, h. 66-67.
7 Muhammad Iqgbal, Fikih siyasah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), h. 138.
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Sedangkan Ibnu Tamiyah menyebutnya dengan al-shawgah.® Ibnu
Tamiyah mengembangkan konsep al-shawgah dalam teori politiknya.
Menurutnya, Al-Hall Wa al-’aqd al-shawqah adalah orang-orang yang bersal dari
berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di
masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat
dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi mayarakat tersebut. Merekalah
yang memiih Khalifah. lbnu Tamiyah mencotohkan hal ini pada pemilihan
Khalifah Abu Bakar dan Umar. Menrutnya Abu Bakar memegan pemerintahan
bukan karena baiah, dan Umar menjadi Khaliifah bukan karena wasiat Abu Bakar.
Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia
orang-orang yang memiiliki kekuatan Ahl al-Hall Wa al-’4¢d al-shawgah dan

kemudian diikuti oleh umat islam.®

Ahl al-Hall Wa al-’4qd ini memiliki wewenang untuk memilih salah seorang
di antara Al-Hall Wa al-’agd al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk
menjadi Khalifah.”> Eksistensi mereka dirasa urgen dalam pemerintahan Islam,
mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara
bijak dan pandangan yang tajam, sehingga menciptakan kemaslahatan umat Islam.
Para Al-Hall Wa al-’aqd figih siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya
lembaga ini yaitu: Pertama : rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan

untuk diminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan

% Ibid.
%9 Sariono, “Ahl al-Hall Wa al-"4¢d, (01 Mei 2011)

0 Muhammad Igbal, Fikih Siyasah, h. 66-67
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undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak
musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan
dalam melaksanakan undang-undang. Kedua : rakyat secara individual tidak
mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi
diantara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak
mampu berfikir kritis. Ketiga : musyawarah hanya dilakukan apabila jumlah
pesertanya terbatas. Keempat : kewajiban amar ma ruf nahi munkar hanya bisa
dilakukan apabila ada lembaga yyang berperan untuk menjaga kemaslahatan
antara pemerintah dengan rakyat. Kelima : kewajiban kepada Ulil Amri
(pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga
musyawarah. Keenam : ajaran Islam sendiri yang menekankan dann
melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu

kebiijaksanaan pemerintahan.**

Ahl al-Hall Wa al-’4qd, pada masa Rasulullah Saw, adalah para sahabat yaitu
mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang
berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat dipercaya memiliki
kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetian
terhadap Islam, dan mereka sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Ansar
maupun kaum Muhajirin. Mereka itu jelas bukan pillihan rakyat secara resmi, tapi
lantaran mereka mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Karena itu Nabi

mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas mu’amalah dan kebijakan

41 bid, h. 142-143
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publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan

mempercayakan urusan mereka pada orang pilihan tersebut.*

Baik pada masa Rasulullah SAW maupun dalam masa Khulafa’ ar-Rashidin
untuk menjamin kelanggengan dalam praktek penyelenggaraan Negara
dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan dengan Ahl al-Hall Wa al-’Aqgd al-
shura atau bisa disebut dengan Ahl al-Hall Wa al-’4qd yang beranggotakan dari
tokoh masyarakat. Lembaga ini bersidang setiap saat yang diperlukan, baik atas
permintaan Khalifah atau atas dasar inisiatif lembaga tersebut. Masalah-masalah

yang dibicarakan adalah semua problem yang menyangkut kepentingan rakyat.*?

Lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam
Negara Islam. Karena memang dari ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar
persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi dengan shura. Dengan
mengikutsertakan anggota-anggota masyarakat dalam permusyawaratan selain
akan menambah ide demi kesempurnaan suatu pemecahan suatu masalah atau
suatu rencana, para anggota juga dapat melepaskan sesuatu yang terpendam dalam

hatinya sehingga bebas dari ketidakpuasan keputusan tersebut.**

Sejarah Terbentuknya Ahl al-Hall Wa al-’Aqd
Beberapa persoalan muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Tatkala itu umat

Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional, di mana Rasulullah SAW

*2 Ibid, h. 70-71
3 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya: Bina llmu, 1995), h. 87.

** Hashi Aminuddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rakhman, (Yogyakarta: Ull Press,
2000), h. 126-128.
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tidak menunjuk penggantinyasecara langsung dan transparan. Bahkan, Nabi
Muhammad SAW sendiri tidakpula membentuk suatu majelis untuk menangani
hal itu. Namun demikian, Rasulullah Saw mengajarkan suatu prinsip, yaitu
musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, masalah
pergantian kepemimpinan dalam Islam diserahkan kaum muslimin untuk di
musyawarahkan siapa yang layak atau patut menduduki posisi pimpinan set6elah
Nabi Muhammad Saw wafat. Prinsip ini pada hakikatnya diterapkan pada setiap
kali terjadi pergantian pimpinan dalam masa Khulafa’ ar-Rashidun, meski dengan

versi yang beragam.”

Penduduk Madinah mengutus delegasi yang terdiri dari 73 orang untuk
memberi bai’at kepada Nabi di Makkah. Semua hal yang terkait dengan masalah
ini pada priode ini adalah pengorganisasian pertama atau pioneer bagi urusan-
urusan mereka dengan perintah Nabi Saw. Untuk memilih wakil sebanyak 12
orang yang menangani urusan mereka dalam kelompok kecil untuk mewakili

mereka.*®

Dalam masyarakat madinah terdapat dua kelompok orang yang termuka;
Pertama adalah orang-orang yang karena 8 tahun dan 10 tahun telah mengabdi
dibidang politik dan militer. Kedua adalah orang-orang yang secara perlahan
menjadi termuka karena memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang

mendalam mengenai al-Qur’an. Rakyat menganggap orang-orang tersebut

*® Sarino, « Ahl al-Hall Wa al-"4¢d ” (01 mei 2011)

* Bahan Sawi, Al-Salim ‘Ali Wawasan Politik Islam, diterjemahkan oleh Mustofa Maufar (Jakarta:
Pustaka Al-Kausar, cetakan. 1, 1996), h. 120.
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diandalkan dalam masalah-masalah tersebut. Kedua kelompok terpilih melalui
proses alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majelis permusyawaratan di
dalam Negara sedangkan pemegang eksekutifnya adalah pengganti Nabi dan

kedua kelompok tersebut dinamakan Ahl al-Hall Wa al-’4gd.*’

Ahl al-Hall Wa al-’4¢d dimaksudkan dengan orang-oarang yang memutuskan
dan mengikat pemimpin. Istilah tersebut dirumuskan oleh ulama’ figih sebagai
orang-orang yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani
mereka. Paradigma pemikiran para ulama’ fikih merumuskan bahwa istilah Ahl
al-Hall Wa al-’4gd mengacu pada istilah pemilihan empat Khlifah yang
dilaksanakan oleh para sahabat yang mewakili dua golongan (Muhajirin dan
Ansar). Mereka inilah yang diakui sebagai Ahl al-Hall Wa al-’4qd yang bertindak

sebagai wakil rakyat.*®

Ahl al-Hall Wa al-’4qd adalah tokoh yang berpengaruh, yang mewakili dan
dan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan menetapkan hukum
karena memiliki kompetensi di bidang ijthad. Selain itu mereka memiliki hak
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan,
termasuk memilih dan mencopot penguasa. Dengan demikian Ahl al-Hall Wa al-

’Aqd menjadi semacam badan yang menjalankan shura, ijmak, dan ijtihad. Istilah

*" Abu A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1995), h.
261-262.

*8 Artani Hashi, Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan
Sejarah Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan.1, 2001), h. 176.
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lain yang digunakan Rashid Ridha untuk Ahl al-Hall Wa al-’Agd adalah Ulil

Amri, Ahl al-Hall Wa al-"Agd Ijmak, dan Ahl al-Hall Wa al-’4¢d al-shura.*

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai Khalifah, dia
menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan Abu Lu’lu’ah. Pada
waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat untuk memohon kepada Umar
supaya menunjuk penggantinya, tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak
akhirnya Umar menyerah. Akan tetapi tidak secara langsung dia menunjuk
sebagai penggantinya hanya menyebut enam orang sahabat senior, dan merekalah
yang akan memilih seorang di antara mereka yang akan menjadi Khalifah.
Keenam orang tersebut adalah Ali bin Abi Talib, Usman bin ‘Affan, Sa’ad bin
Abi Wagas, Abd ar-Rahman bin ‘Auf, Zubair bin Awwam dan Talhah bin

Ubaidillah, serta Abdullah putranya (Umar).>

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai Ahl al-Hall Wa al-’4qd
yang pertama dalam sejarah Islam. Mereka inilah yang kemudian melakukan
musyawarah untuk memilih Khalifah yang menggantikan Umar.* Adapun di
masa pemerintahan pasca Al-Khulafa’ Ar-Rashidun yang diawali dengan dinasti
Umayah dan selanjutnya Abbasiyah, lembaga ahl ini tidak pernah tercatat dalam

sejarah. Hal tersebut dikarenakan corak pemerintahan pada masa itu sudah

* Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ictiar Baru VVan Hoven, 2002), h.
69-73

%0 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 25.

%! Taufig Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, h. 40.
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berbeda, bukan lagi atas dasar musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar

monarki.>?

Pembentukan lembaga ahl pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani
Umaiyah di Spanyol. Kahalifah Al-Hakam Il (961-976M) membentuk majelis
shura yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara, sebagian lagi pemuka
masyarakat. Kedudukan anggota majelis shura’ ini setingkat dengan pemerintah.
Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis
inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan
membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan Negara. Jadi, Daulah Umaiyah 11
di Spanyol menghidupkan lagi lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah

politik Islam sejak zaman Mu’awiyah yang berkuasa di Damaskus.”®

Tugas Al-Hall Wa al-’aqd

1. Memilih dan membaiat pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
3. Membuat undang-undang yang mengikat selurun umat di dalam hal-hal

yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan Hadis
4, Mengawasi jalannya pemerintahan.*
Adapun tugas Al-Hall Wa al-’aqd di samping punya hak pilih, menurut

Ridaha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika terdapat hal-hal yang

52 Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam, cetakan. 3, diterjemahkan oleh Ena
Hadi, h. 90.

%% Muhammad Igbal, Fikih Siyasah, h. 142.
> Djazuli, Fikih Siyasah, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003), h. 76.
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mengharuskan pemecatannya dan itu juga dilakukan secara musyawarah.>
Sebelum penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai tugas dan kewenangan Al-
Hall Wa al-'agd dalam sistem politik Islam, penulis sekilas akan menjabarkan

mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam ajaran Isla

%% J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 71



BAB IlII
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/Puu-Xv/2017 Dan No. 20/Puu-

Xvi/2018 Tentang Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshol.

Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan
fenomena Negara modern. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi
tidak lepas dari perkembangan hukum dan yang biasanya disebut Judicial
Review.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi
politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah
Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-
Undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden yang
dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat. Hal ini menjadi penting agar
Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di
DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Serta pergeseran sistem
ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-
lembaga negara pada posisi yang sederajat. Karenanya memungkinkan muncul
sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk

menyelesaikannya. Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.*’

% Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 3.

> Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Sekretarian Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 7.
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Sedangkan dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu
konsekuensi perubahan supermasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip
demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dalam hal ini prinsip dari negara kesatuan
hendaknya ada satu hukum positif yang merupakan satu kesatuan hukum nasional.
Kesatuan sistem hukum nasional inilah yang perlu di tentukan dasar pembentukan

dan pemberlakuan hukum vyaitu:

Undang-Undang. Sehingga setiap Undang- Undang atau peraturan-peraturan
lain yang harus sinergi dengan UUD NRI 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi
(MK) sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman, membawa dampak yang baik
dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejalan dengan gagasan penguatan checks and
balances di dalam ketatanegaraan khususnya di dalam ruang lingkup legislatif,
eksekutif, dan judikatif sebagai prinsip pemisahan kekuasaan sesuai dengan
fungsinya masing-masing yang terlihat dari kewenangan dan kewajibannya dalam
hal menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan selama ini,
lembaga judisial yang sebelumnya sama sekali tidak dapat melakukan pengujian
Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang diperbolehkan

melakukan pengujian.®®

Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan

eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam

>% Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 187.
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perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam tiga
kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan  yudikatif diterjemahkan sebagai
kekuasaan kehakiman.>

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaanyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuatan kehakiman diselenggarakan
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yang terdapat dalam
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.*
menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan dan
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan pelaku kehakiman yang
lain yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara dari
cabang kekuasaan yang berbeda. Lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain
misalnya Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK.

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi ketatanegaraan tertentu

sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

> Ibid., 9.
%0 pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:®*
. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara,
Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan hasil pemilu.
. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus juga diatur dalam
Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai
berikut:*
. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945.
. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945.
Memutus pembubaran partai politik.
. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan erhadap negara, korupsi, penyuapan,

62 Undang-Undang Dasar 1945.
®2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
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tindak pidana berat lainnya, atau pembuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenubhi
syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar.®

. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 Tentang Presidential
Threshold
1. Disposisi kasus.

Pada tanggal 8 Agustus 2017 para pemohon telah mengajukan
permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Perkara No. 53/PUU-
XV/2017. Dengan Pemohon Rhoma Irama dalam kedudukannya sebagai Ketua
Umum Partai Islam Damai Aman (PARTAI IDAMAN) dan Ramdansyah sebagai
Sekretaris Jendral Partai Islam Damai Aman. Dengan berdasarkan surat kuasa
khusus No0.02/SK/PARTAIIDAMAN/B/VIII/2017 memberi kuasa kepada
Mariyam Fatimah, S.H., M.H., dan Heriyanto, S.H., M.H., Para Advokad dan
Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners

Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 173
ayat (1) sepanjang Frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU
NO 7/2017. Pemohon berpotensi tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU
tersebut dan H. Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019.

ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal

173, Pasal 222 UU a quo jelas akan merugikan setidak-tidaknya potensial
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merugikan Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil
dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada Pemohon sebagai partai
politik berbadan hukum dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya
(2019), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan H.Rhoma lIrama harus menempuh Politik Transaksional
dengan Partai Politik yang ada di DPR. Sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat
diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir
(Pemilu 2014) secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu
berikutnya (2019) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi
faktual dengan kondisi yang lebih berat oleh KPU serta tidak adil dan
diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itu saja) yang dapat ditetapkan
sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019.
Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat
tidak adil dan bersifat diskriminatif, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan
dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28D ayat (3), dan Pasal 28l ayat (2) UUD1945.

ketentuan Pasal 222 persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai
syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang” sebagai Open Legal Policy,
namun tidak bulat dan utuh sebagai Open Legal Policy dari seluruh kehendak
wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari Open Legal

Policy yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan
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Pemerintah.Penentuan OpenLegal Policy Pasal 222 UU a quo nyata-nyata
merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik
Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik pendukung Pemerintah, dan
Pemerintah. Di dalam Permohonan ini diuraikan Open Legal Policy Pasal 222 UU
a quo yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Legal Standing

ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai
Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun
1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;
Menjelaskan bahwa kedudukanya dalam permohonanya, yaitu apakah yang
sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat,
badan hukum, atau lembaga negara;
Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan
sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-
undang yang dimohonkan pengujian.

merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/
2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

adanya hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan

oleh UUD 1945:
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b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya atas undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Pertimbangan Hakim

Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya
menguraikan secara sumir perihal kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata
bahwa dalam posita Permohonan a quo Pemohon mengaitkan keberlakuan pasal-
pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak
konstitusional Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan, yakni
hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945;

setelah memeriksa secara saksama uraian yang diajukan Pemohon
perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh
berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan

terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu
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yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat
bahwa sepanjang berkenaan dengan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas kesempatan yang sama
dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk tidak
diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] Pemohon telah
cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma
UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak-hak

konstitusional Pemohon dimaksud;

Amar Putusan
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:®
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  hukum
mengikat;

Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

83 putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017
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Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XV1/2018 Tentang Ketentuan
Parliamentary Threshold
1. Disposisi Kasus

Pada tanggal 1 Maret 2018 para Pemohon telah mengajukan permohonan di
Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Perkara No. 20/PUU-XV1/2018. Dengan
Pemohon Ahmad Rida Sabana dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Garuda (DPP Partai Garuda) dan Abdullah Mansuri sebagai
Sekretaris Jendral DPP Partai Garuda. Dengan berdasarkan surat kuasa khusus
bertanggal 28 Februari 2018 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.,
Agus Priyono, S.H., dan Galih Insan Jurito, S.H., Advokat.

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum
tanggal 17 Februari 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 dengan ditetapkannya Pemohon sebagai

peserta Pemilu tahun 2019, maka secara lebih detail Pemohon akan mengikuti
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Pemilihan Umum di tiga tingkatan masing-masing tingkat pusat, tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten/kota Pemohon berhak pula mendapatkan kursi di tiga
tingkatan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi
persyaratan.

Adanya pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi
merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika
perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan
demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak
untuk mendapatkan pengakuan.

Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
UUD 1945, yang menjadi objek di mohonkan untuk diuji di dalam permohonan
ini adalah Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas
perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk ditkutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.”

Ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan sama sekali tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak
dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya
untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang

tidak mendapatkan haknya yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai
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tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Demikian jelas jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD
1945, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal inilah yang

dijadikan batu uji di dalam Permohonan ini.

2. Legal Standing (Kedudukan Hukum)

a.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak
yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang ”, yaitu:

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama);

. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik
Indonesia yang diatur dalam undang- undang;

badan hukum publik atau privat; atau

. lembaga negara.

merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/
2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

adanya hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
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oleh UUD 1945:

hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi;

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud

dan berlakunya atas undang-undang yang dimohonkan pengujian;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan
hukumnya di atas, bertolak dari potensi kerugian yang akan dialami Pemohon
serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian,
terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang
inkonstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian,
Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan potensi
kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya sepanjang berkenaan dengan
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum yang disebabkan oleh berlakunya norma

undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut
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tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut.

Amar Putusan

Kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai
politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang
batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk
menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan
dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;
Ketentuan mengenai adanya parliamentary threshold seperti yang diatur dalam
Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan
undang-undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk
membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional
melalui ketentuan parliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil di DPR

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan; Mahkamah berwenang mengadili permohonan
aquo; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a

quo; dan Permohonan Pemohon ne bis inidem



BAB IV
Analisis Figih Siyasah Dusturiyah Terhadap Presidential Threshold Dan
Parliamentary Threshold Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk

No. 53/PUU/XV/2017 Dan No. 20/PUU/XV1/2018

1. Analisis Figih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential
Thresold Pasca Putusan MK NO. 53/PUU/XV/2017
A. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai
wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang
demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi
yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan
seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
harus dilaksanakan secara efektif danefisien.

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah
ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
173 ayat (1) dan ayat (3) UU No 7/2017, hal ini bermakna bahwa partai-partai
yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan
kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur
kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting
dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

Pemilu.
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terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum
tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan
penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta
parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat
verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan,
karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi
alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti
sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang
digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.

pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur
dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan
pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai
verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan
kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut
berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga
tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum
pernah dilakukan verifikasi sebelumnya.

Sehingga Peneliti justru malah akan menimbulkan ketidak adilan apabila
menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai
politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali

terhadapnya.
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B. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah "Calon Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan adanya
rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan
presiden atau wakil presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan
partai poilitik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri
atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya
ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang
sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah
nasional pada Pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendan kursi 20% atau lebih
pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya
kurang dapat berghabung dengan partai lain. Apakah ketentuan threshold ini
mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden. Syarat calon
presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945
Dasar threshold pemilihan presiden adalah perolehan suara partai politik
pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta
bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang
sudah pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup
tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang
kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan hadapkan secara langsung
dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara

mempunyai persamaan di depan hukum tetapi nyatanya UU Pemilu memberikan
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hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah
kawin nyata nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. Secara
hipotetis dapatlah terjadi beda umur bisa tahunan bisa juga beda bulan dan hari
bahkan beda jam. Secara yuridis juga berapa pun bedanya meskipun berbeda hari
tetap hak memilih tidak dapat diberikan kepada yang kurang tuju belas tahun.
Seorang warga negara yang berumur kurang tuju belas tahun tetapi pernah kawin
dan bercerai mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur
sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti
pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik
yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini harusnya
dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang
diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karenanya
menggunakan hak persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam
pengujian UU a quo.
Dengan demikian dapat disimpulkan:
Threshold tidak bertentangan denganUUD;
Threshold memperkuat praktik presidensial;
Pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hak partai politiksebagai lembaga
konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak
persamaan warga negara di depanhukum;

Dalam siyasah dudturiyah pengaturan mengenai syarat-syarat Presiden
dalam negara Islam mempunyai imam (khalifah) atau juga disebut imamah. Imam

(khalifah) atau pemimpin adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan
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pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah.

Di dalam Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang
bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala desa
(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat,
serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kepemimpinan dalam islam identik dengan berbagai istilah didalam Al-Qur’an
antara lain: Khalifah, Imam, dan Ulil Amri. Akan tetapi mempunyai arti yang sama yaitu
pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan

mengelolah wilayah yang dikuasai.®* Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur’an

sebagai berikut. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 59.

S b 55 s b i 58 ke LT J5l5 O3l T skl a1 sl 15tz Coll Wl

T TP P T s - T B ok A2 s eyt @7
45 Gaals A A e a5l s Al & s A0S o) J sk 50 5 AU

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut, menjelaskan tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam

menetapkan hukum vyang ditetapkan, termasuk seorang pemimpin dalam

* Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 130



59

menetapkan hukum yang tidak betentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-
Nya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh
kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Serta patuh kepada ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau para
pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia.
Kepatuhan kita kepada ulil amri dilakukan bersamaan dengan ketaatan kepada
Allah dan Rasul-Nya dengan syarat kebijaksanaan ulil amri tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.®

Analisis Figih Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan Parliamentary
Threshold Pasca Putusan MK NO. 20/PUU/XV1/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XV1/2018, bertanggal 26
Maret 2018, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1)
UU 7/2017 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat
(2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan analisa peneliti sebagai berikut:

Kebijakan Parliamentary Threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai
politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang
batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk
menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan
dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;

Ketentuan mengenai adanya Parliamentary Threshold seperti yang diatur

dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan

6 Qur*an In Word: an-Nisa™ 59: Tafsir Indonesia.



60

undang-undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk
membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional
melalui ketentuan Parliamentary Threshold untuk dapat memiliki wakil di DPR
dan ketentuan Parliamentary Threshold 4% yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1)
UU 7/2017 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum
terhadap penentuan apenghitun atau gan perolehan kursi partai politik di DPRD
provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota.

Ahl al-Hall Wa al-’'4gd Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk
sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan
hati nurani mereka.?® Ahl al-Hall Wa al-’4¢d diartikan dengan “orang-orang yang
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Dengan kata lain, Ahl
al-Hall Wa al-’Agd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan
menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Hall Wa al-"agd al-shawgah adalah orang-orang yang bersal dari berbagai
kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.
Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan
mereka menjadi “kata putus” bagi mayarakat tersebut. Merekalah yang memiih
Khalifah. Ibnu Tamiyah mencotohkan hal ini pada pemilihan Khalifah Abu Bakar
dan Umar. Menrutnya Abu Bakar memegan pemerintahan bukan karena baiah,
dan Umar menjadi Khaliifah bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik

memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang

% Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, diterjemahkan faturrahman
A Hamid,Lc, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 62.
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yang memiiliki kekuatan Ahl al-Hall Wa al-’Agd al-shawgah dan kemudian
diikuti oleh umat islam.®’

Adapum Tugas dari Ahl Al-Hall Wa al-’aqd adalah sebagai berikut;

Memilih dan membaiat pemimpin

Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat

Membuat undang-undang yang mengikat selurunh umat di dalam hal-hal yang
tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan Hadis

Mengawasi jalannya pemerintahan.®®

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa seorang Ahl Al-Hall Wa al-
’aqd atau yang di negara kita Indonesia dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) adalah suatu perkumpulan orang-orang pilihan yang sistem
pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah makmum di garda paling terdepan
atau shaf dibarisan paling utama setelah seorang imam, sudah sewajarnya jikalau
ada kesalahan seorang imam disaat mengimami sholat maka makmum yang ada
dibarisan utamalah yang wajib mengingatkan seorang imam atau bahkan wajib
mengganti imam disaat seorang imam batal di dalam mengimami sholat seperti
inilah perumpamaan posisi DPR jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
Wewenang dan tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada DPR begitu luas

selain tugasnya sebagai legislator pembuat Undang-undang, melantik pemimpin

%7 Sariono, “Ahl al-Hall Wa al-'4¢d, (01 Mei 2011)
%8 Djazuli, Fikih Siyasah, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003), h. 76.
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negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan DPR juga mempunyai amanah
sebagai wadah atau mangkok untuk mewadahi berbagai aspirasi masyarakat.

Kedaulatan rakyat yang menjadi sumber legitimasi dari segala ketentuan
perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum dan segala desain yang
dirancang, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945, betapapun sukarnya. Hal
itu mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk selalu bertolak dari prinsip
dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai warga negara.
Hak-hak asasi yang dimilikinya dan telah dimuat dalam UUD 1945, bukanlah
pemberian negara atau pemerintah, melainkan melekat secara kodrati pada
dirinya. Hak asasi yang melekat pada pemegang kedaulatan rakyat, antara lain,
adalah hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan
yang merupakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam
perlakuan yang sama atau non-diskriminatif. Negara demokrasi yang
konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk turut
menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara
yang telah digariskan, meskipun hal demikian dilakukan tidak selalu secara
langsung, melainkan dengan sistem perwakilan;

Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan
sistem presidensiil adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional
dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi,
yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan

yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan, sebagai kedaulatan
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rakyat, harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai determinant factor,
yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika calon yang direkruitnya telah
ditawarkan dan dipilih secara final. Keterwakilan rakyat pemilih untuk turut serta
dalam kebijakan negara dan bangsa secara nasional, yang telah dijamin oleh UUD
1945, tidak dapat dikesampingkan hanya karena ada strategi yang dipilih melalui
threshold tertentu. Pilihan metode yang dilakukan harus sedemikian rupa, bahwa
ukuran threshold hanya berkenaan dengan partai politik yang bersangkutan, bukan
berkaitan dengan keterwakilan (representedness) yang telah menjadi pilihan
pemegang kedaulatan rakyat. Hal demikian jelas bertentangan secara diametral
dengan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia yang sudah jelas ditegaskan
dalam Pasal ayat (2), Pasal 27ayat (1), Pasal 28C ayat (2) ,dan Pasal 28D ayat (3)
UUD 1945;

Meskipun benar argumen Pemerintah dalam Kesimpulan Tertulis yang
diajukannya, bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memberi delegasi kepada
pembentuk Undang-Undang untuk mengatur Pemilu lebih lanjut, dan Pasal 28]
ayat (2) UUD 1945 yang menentukan hak-hak dan kebebasan warga negara
tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyebut pembatasan yang dilakukan
dengan Undang-Undang yang demikian, hanyalah dengan maksud semata-mata
untuk, “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
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Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sekaligus memuat suatu tolok
ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas,
yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh prinsip rule of law.
Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan setiap saat sebagai
dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-
Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi
atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolok ukur yang harus dipenuhi
dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar
warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi,
yaitu:

1.  Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang
pantas bagi dicapainya satutujuan;
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut,

harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yangditentukan;
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau

seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.
Menurut pendapat saya. Mahkamah konstitusi belum melakukan pengukuran
dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan
kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam
Undang-Undang aquo, dan hemat saya, tujuan dan instrumen yang hendak
dicapai tidak proporsional dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara
dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem

pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi,
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masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar
Negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat.
Sebab, hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat,
sebagaimana dipesan oleh UUD 1945, dapat kita junjung tinggi (Franz Magnis-
Suseno: 2001). Hal itu justru merupakan tugas pokok Mahkamah, sebagaimana
juga telah digariskan dalam visinya, yaitu “Tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan

kenegaraan yangbermartabat”.

Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai
Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang a quo, bertentangan dengan
UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang kewenangan
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki konsekuensi
untuk menguji  (judicial review) Undang-Undang Pemilu yang dinilai
bertentangan Undang-Undang Dasar 1945. Pembatalan ketentuan dalam Pasal
Pasal 173 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 222 NO 7 Tahun 2017 mengakibatkan
ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kebijakan
Threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan
kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi
kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk
menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan
dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;

1 Analisis ketentuan tentang Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold
jika ditinjau dari Figih Siyasah Dusturiyah seorang Presiden masuk ke dalam
cakupan imam (khalifah) dan seorang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masuk ke
dalam Ahl al-Hall Wa al-’4gd namun di dalam Figih Siyasah Dusturiyah tidak
menjelaskan bahwa seorang Pemimpin baik itu Presiden atau DPR ada batasan-

batasan tertentu untuk bisa dilantik melainkan lebih ke pada syarat-syarat khusus
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yang tentunya sesuai dengan agama dan apa yang diajarkan Rasulullah.

Seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karangan Imam Al-
Mawardi menjelaskan mengenai kriteri khalifah dan pengangkatannya. Menurut
Imam Al- Mawardi seorang pemimpin harus bernasab dari suku Quraisy. Dan
tidak jauh berbeda dengan pendapat Al-Bagillani pemimpin berasal dari

keturunan Quraisy.

Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018
yang membatatalkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga yang
taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikelurkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 dan
No. 20/PUU-XV1/2018 hendaknya Pemerintah dan DPR sebijak mungkin dalam
menanggapi problem yang ada di UU ini karena mengingat banyaknya para

Pemohon Judicial Review uandang-undang myang ada di Pasal ini..
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